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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengaliha-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalihan huruf-huruf

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
[ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
O Ta T Te
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(-

Sa

$ es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

- Ha h ha (debr;%sght)itik di

e Kha Kh ka dan ha

5 Dal d De

3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
B Ra r er

3 Zai z zet

o Sin S es

o Syin sy es dan ye
e Sad $ es (dengan titik di bawah)
o Dad d de (d%r;%slght)itik di

b Ta t te (dengan titik di bawah)
L 7a z zet (dertl)g\a}\?aai)tik di

d “ain koma terbalik (di atas)
'z Gain g ge
o Fa f ef

3 Qaf q ki

4 Kaf K ka

J Lam I el

Mim m em




R Nun n en
P Wau W We
» Ha h ha
. Hamzah ‘ apostrof
S Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
- Kasrah [ [
- Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:



Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan ya ai adanu
3 Fathah dan wau au adau
Contoh:

C. Maddah

kataba

fa’ala

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
(S Fathah dan alif a a dan garis di atas
atau ya
S Kasrah dan ya 1 I dan garis di atas
' Dammah dan wau il u dan garis di atas

Contoh:
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- J&  qila
- &Y rama
- qila

o,
- J 923 yaqulu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JWbV &%3  raudah al-atfal/raudahtul atfal

“gat Lo - -

- sl &gul al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
F Rt

- axdb talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf

Xii



yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J%  nazzala

- }J\ al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

QA ar-rajulu
- (lld\ al-galamu

- M\ asy-syamsu
- ) aljalalu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak
di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
- &0 ta’khuzu
52 .y
- (e~ Syarun
- 43 an-nau’u

-0 inna

N —

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- &};3; ST }.}@_./9 A i)/b Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- LalLis 3 s \jsf'- /f»\ wa./g Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

Xiv



kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- J\-gi:‘d\ C/Jj ff‘& Aadd Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- Cie-j“ g}j}‘ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:

8~
o7

- s A Allazhu gafiirun rahim
- Lxﬁg"}ii}\ 4» Lillahi al-amru jami’an/Lillahi amru jami’an
J. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA WATES DALAM PERKARA NOMOR
86/PDT.P/2022/PAWT TENTANG WALI ‘ADAL KARENA KETENTUAN
PRIMBON JAWA

Fela Sufah Aidatul 1zzah
19421022

Wali ‘adal adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau atau enggan
untuk menikahkan anaknya dan tidak berkenan untuk menjadi wali dari perempuan
tersebut. Belakangan ini banyak terjadi di kalangan anak muda yang lebih memilih
untuk menyelesaikan masalah wali yang ‘adal (enggan) menikahkan anaknya ke
Pengadilan Agama karena pihak orang tua yang masih memegang kental adat Jawa,
khususnya dalam mempertimbangkan terkait pernikahan. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates
dalam memberikan penetapan perkara wali ‘adal dan bagaimana tinjauan hukum
Islam pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memberikan
penetapan dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA. Wt terkait wali ‘adal karena
wali mempercayai ketentuan primbon Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan dengan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wates sebagai objeknya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yaitu metode deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berpendapat primbon
Jawa tidak dapat dijadikan alasan syar’i dan tidak tidak terdapat didalam Undang-
Undang. Sehingga alasan wali tidak dapat diterima dan pernikahan tetap terlaksana
meskipun menggunakan wali hakim . Menurut pendapat madzhab Syafi’i, Maliki,
dan Hanbali kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting. Sedangkan
menurut madzhab Hanafi, seorang perempuan dewasa dapat menjadi wali bagi
dirinya sendiri dan perempuan lainnya. Para ulama madzhab bersepakat bahwa wali
yang berbuat ‘adal termasuk telah melanggar aturan dalam Islam, karena wali telah
menghalangi adanya suatu pernikahan yang diharapkan mendatangkan kebaikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wali ‘Adal, Pertimbangan Hakim
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ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE CONSIDERATIONS OF RELIGIOUS
COURT JUDGES WATES IN CASE NUMBER 86/PDT.P/2022/PA.WT
CONCERNING WALI ‘ADAL DUE TO PROVISIONS OF JAVANESE PRIMBON

Fela Sufah Aidatul 1zzah
19421022

Wali ‘adal is the guardian of a woman who does not want or is reluctant to
marry off her child and is not willing to be the guardian of that woman. Recently,
there has been a lot going on among young people who prefer to solve the problem
of their wali ‘adal (reluctantly) to marry their children to the Religious Courts
because their parents still adhere to Javanese customs, especially when considering
marriage. This research was conducted to find out what the judges of the Wates
Religious Court considered in determining the guardian casego and how to review
Islamic law on the considerations of the Wates Religious Court judge in giving a
determination in case Number 86/Pdt.P/2022/PA.Wt regarding wali ‘adal because
the guardian believes in the provisions of Javanese primbon. This type of research
is field research with judges and employees of the Wates Religious Court as the
object. The approach used in this research is normative juridical. While the research
method used in the thesis is a qualitative descriptive method. The results of this
study indicate that the judge is of the opinion that Javanese primbon cannot be used
as a syar'i reason and is not contained in the law. So that the reason for the guardian
is unacceptable and the marriage is still carried out even though using a judge's
guardian. According to the Syafi'i, Maliki, and Hanbali schools of thought, the
position of guardian in marriage is very important. Meanwhile, according to the
Hanafi school of thought, an adult woman can be a guardian for herself and other
women. The madzhab scholars agree that the wali who did it ‘adal including having
violated the rules in Islam, because the guardian has prevented the existence of a
marriage that is expected to bring goodness.

Keywords: Islamic Law, Wali ‘Adal, Judges’ Consideration
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum yaitu
negara yang menegakkan supremasi hukum agar sebuah keadilan dan kebenaran
dapat tercipta bagi masyarakat negara tersebut. Segala aspek kehidupan dalam
kehidupan masyarakat dan negara harus senantiasa berdasarkan hukum.? Dasar
hukum yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari peran hukum adat atau
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kata adat berasal dari
bahasa Arab “’adah” yang artinya kebiasaan. Sedangkan pengertian hukum adat
merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku pada
masyarakat adat yang didalamnya terdapat unsur kesusilaan, kebiasaan, dan
kelaziman yang memiliki akibat hukum.® Ada beberapa suku di Indonesia yang
masih mempertahankan hukum adat dalam suku tersebut salah satunya yaitu suku
Jawa.

Pada suku Jawa hukum adat yang masih banyak dipercayai dan diikuti oleh
mayoritas masyarakat Jawa yaitu primbon Jawa. Primbon Jawa merupakan kitab
yang berisi kumpulan ramalan hari baik dan hari buruk yang berasal dari
pengalaman baik dan pengalaman buruk leluhur terdahulu yang dicatat dan
dikumpulkan dalam suatu kitab atau buku dan diterapkan oleh masyarakat Jawa

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saat ini banyak sekali terjadi penggabungan

2 Penjelasan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945,
3 Mustari Pide, Suriyaman, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang. Cet. 3. (Jakarta:
KENCANA, 2017), hal 5.



budaya dan agama yang dipadukan dan menjadi kebudayaan baru pada masyarakat.
Salah satunya yaitu ketika adanya suatu pernikahan, maka tidak jarang pengantin
menggunakan baju adat Jawa dengan konsep Islam yaitu menggunakan hijab
dengan tetap menggunakan paes pada bagian dahi pengantin wanita.

Dalam menentukan suatu pernikahan, terdapat perhitungan weton dan hari
baik untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut pada masyarakat Jawa yaitu
menggunakan primbon Jawa. Pencarian hari baik ini dinilai termasuk ke dalam ‘urf
sahih atau kebiasaan yang baik. Namun didalam Islam ketentuan hari tersebut tidak
berlaku karena semua hari adalah baik. Maka cara menyikapi hal tersebut yaitu
dengan menjadikan penentuan hari tersebut sebagai tolak ukur saja tanpa
mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan terhadap agama Islam hingga
memunculkan kesyirikan. Karena penentuan hari tersebut termasuk ke dalam adat
turun-temurun masyarakat Jawa yang jika diterapkan diharapkan mendatangkan
suatu kebaikan.

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai suatu cita-cita yang sangat sempurna.
Pernikahan bukan hanya akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan
perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, melainkan akad yang
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.* Allah SWT memerintahkan
kepada para hambanya untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat yaitu
dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram melalui adanya suatu

pernikahan. Tiap Muslim yang telah berkeinginan menikah dan khawatir dirinya

4 J.M. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama (Jakarta: Universitas
Katolik Indonesia Atmajaya, 2020), hal. 3.



akan terjerumus kedalam perbuatan zina, dianjurkan bagi mereka untuk segera
melakukan pernikahan. Mengenai demikian, menurut kesepakatan Imam mazhab
pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah yang lebih utama daripada haji, shalat,
jihad dan puasa sunah, oleh sebab itu pernikahan haruslah dipersiapkan sebaik
mungkin.®

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan atau pernikahan
diartikan sebagai “ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sama yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.® Sedangkan perkawinan atau pernikahan secara
terminologi diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang
menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu
akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Untuk mewujudkan tujuan agama Islam dari perkawinan harus
memenuhi syarat dan rukun, karena salah satu rukun yang merupakan unsur
terpenting dalam menentukan perkawinan adalah wali nikah atau orang yang
menikahkan mempelai wanita.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dijelaskan pula bahwa wali nikah
menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dalam

suatu pernikahan yang sah.” Oleh karena itu kedudukan wali sangat penting, apabila

° Harwansyah Putra, Pernikahan Dalam Islam (Semarang: Elex Media Komputindo, 2021),
hal. 66.

6 pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

7 Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum
Islam", Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2017), hal. 88



wali nasab tidak ada atau wali gaib maka perwalian tersebut akan berpindah kepada
wali hakim . Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para
fukaha telah sepakat tentang dibolehkannya menggunakan wali hakim . Sedangkan
bagi wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak
menjadi wali nikah dengan beberapa alasan, maka hal tersebut terdapat perbedaan
pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak.

Dalam pemilihan jodoh, Islam telah memberikan anjuran kepada umatnya
yang dikenal dengan kafa ah. Kata kafa 'ah berasal dari kata al-kufiz bermakna al-
masuwz atau keseimbangan. Jika dihubungkan dengan pernikahan, kafa’ah
diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri dari aspek agama (din),
kedudukan (kasab), keturunan (nasab) dan lainnya. Beberapa anjuran pokok
pemilihan jodoh dalam pernikahan tersebut dalam konsep ilmu fikih termasuk
adanya kafa ‘ah atau kufii yang berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.®

Dalam suatu pernikahan, wali menjadi faktor yang sangat penting menurut
agama Islam dan Undang-Undang. Dengan tidak adanya wali dalam pernikahan,
maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan batal. Namun, wali seringkali
menjadi suatu permasalahan karena tidak semua wali setuju untuk menikahkan
anak perempuannya atau perempuan dibawah asuhannya dengan seorang laki-laki
pilihan perempuan tersebut. Wali yang menolak untuk menikahkan disebut wali
‘adal (enggan). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa
wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau

tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui keberadannya (tempat

8 Sudirman, Figh Kontemporer (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 64.



tinggalnya) atau gaib atau ‘adal. Dalam hal wali ‘adal, maka wali zakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali ‘adal
memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah,
namun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam belum dijelaskan terkait apa saja yang dapat menjadi alasan-alasan
seorang wali nasab dapat menolak menjadi wali nikah.® Belakangan ini banyak
terjadi fenomena di kalangan anak muda yang lebih memilih untuk menyelesaikan
masalah wali yang ‘adal (enggan) menikahkan anaknya ke Pengadilan Agama
karena pihak orang tua yang masih memegang kental adat Jawa, khususnya dalam
mempertimbangkan terkait pernikahan. Seperti halnya yang terjadi di daerah
Wates, dalam perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt yang telah dikabulkan oleh
Pengadilan Agama Wates terkait wali ‘adal yang didasarkan pada alasan wali yang
tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu disebabkan karena menurut perhitungan
adat Jawa antara rumah calon istri dan calon suami menghadap Barat Laut, sehingga
wali berkeyakinan apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka kelak akan ada
bala’atau hal-hal buruk yang menimpa keluarga mereka. Maka calon istri atau
pemohon mengajukan permohonan wali hakim kepada Pengadilan Agama Wates
karena wali nasab pemohon ‘adal (enggan) untuk menikahkan. Pada perkara

tersebut yang ditunjuk menjadi wali hakim bagi pemohon adalah kepala Kantor

% Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana:
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018), hal. 104.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjatan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat
(1) Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 30 Tahun 2005 bahwa wali hakim dapat

berasal dari kepala KUA tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk
meneliti dan mengkaji lebih dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt Tentang Wali ‘Adal

Karena Ketentuan Primbon Jawa”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian skripsi
ini sebagai berikut:
1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam penetapan wali ‘adal
karena ketentuan primbon Jawa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim

Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara di atas?

C. Tujuan Penelitian

Tinjauan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:
a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama Wates

dalam penetapan wali ‘adal karena ketentuan primbon Jawa.



b. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara Nomor

86/Pdt.P/2022/PA.W.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan pencerahan dalam tataran teoritis yang lebih mendalam dalam
permasalahan pernikahan yang terkait dengan pertimbangan hakim
Pengadilan Agama tentang wali ‘adal karena ketentuan primbon Jawa.

2. Manfaat Praktis
Memberikan pemahaman dalam tataran praktis, terhadap kasus perkawinan
dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga
terkait wali ‘adal karena ketentuan primbon Jawa bagi masyarakat, penulis,

serta sebagali referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan
dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling
berkaitan guna memperjelas permasalahan yang diteliti pada skripsi ini. Urutan
masing-masing bab yaitu sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penyusun memaparkan pembahasan yang berisi tentang
alasan penyusun mengambil judul tersebut yang tertuang dalam latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan

penelitian.



BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini penyusun memaparkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian
pustaka bertujuan untuk mempermudah penyusun dalam menemukan perbedaaan
penelitian yang akan disusun dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
studi kasus pertimbangan hakim megenai wali ‘adal.
BAB Ill: METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan mempermudah penyusun dalam menganalisis
penelitian. Metode penelitian yang akan diambil oleh penyusun adalah jenis metode
penelitian lapangan atau yuridis normatif. Terbagi atas empat bagian yaitu; Jenis
penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh dari
penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt Tentang
Wali ‘adal Karena Ketentuan Primbon Jawa. Semua hasil penelitian akan dibahas
dan dikupas dalam bab empat ini.
BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan.

Dalam bab ini juga memuat saran dari hasil pembahasan penelitian ini.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
A. Kajian Pustaka
Sejauh penelusuran penulis sudah banyak penelitian terkait wali ‘adal
karena alasan adat, namun studi kasus yang membahas di Pengadilan Agama Wates
belum ada. Sehingga skripsi ini merupakan penelitian pertama yang membahas
tentang kasus wali ‘adal karena alasan adat studi kasus Pengadilan Agama Wates.

Berikut adalah beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian ini :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Yusuf Maulana (2019) dengan
judul “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali ‘adal Karena
Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:
329/Pdt.P/2018.PA.Po)”. Penelitian ini membahas wali ‘adal adalah penolakan
wali (ke-Engganan) untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai
perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki dengan alasan
yang tidak dibenarkan oleh syara’ yaitu karena ketidakcocokkan perhitungan
menurut adat Jawa karena tanggal lahir pemohon tidak cocok dengan tanggal lahir
calon suami pemohon yang dipercaya oleh wali dapat mendatangkan kemugdaratan
bagi keduanya kelak. Permohonan tersebut dikabulkan karena menurut Hakim
alasan mempercayai tradisi Jawa bisa dikesampingkan dengan syarat yang lebih
bermanfaat, dan alasan yang digunakan wali tidak syar i sedangkan calon mempelai
sudah sesuai dengan syariat. Pandangan Hakim terhadap perkara wali ‘adal tersebut
sudah sesuai selama itu tidak melanggar syariat berdasarkan ketentuan Pengadilan

Agama Ponorogo dan penunjukkan KUA oleh Pengadilan Agama sebagai wali



hakim . Dan berpegang dengan kemaslahatan agar tidak terjadi kerugian diantara

para pihak.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Daning Dwi Apriliyana (2022) dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali ‘Adal
Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)”. Penelitian ini membahas ayah pemohon menolak
posita bahwa calon suami pemohon belum mapan, menurut perhitungan Jawa
tanggal lahir calon suami tidak cocok dengan tanggal lahir pemohon, calon suami
berasal dari desa seberang, rumah calon suami berhadapan dengan rumah pemohon,
dan orang tua calon suami masih ada hubungan keluarga dengan orang tua
pemohon. Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk menyatakan
bahwa wali pemohon adalah ‘adal dengan dasar pertimbangan yaitu alasan wali
tidak berdasarkan hukum dan tidak syar i karena tidak ada di Al-Qur’an dan Hadist.
Dan kedua calon mempelai telah memiliki i 'zigad baik untuk menikah dan terbukti
tidak ada larangan syar’i dan halangan pernikahan lainnya sesuai pada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan wali ‘adal yang diberikan oleh Hakim
tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia baik dalam
Hukum Islam maupun Hukum Positif. Namun, calon mempelai diharapkan dapat
menerima dengan baik nasehat yang diberikan orang tua selama tidak bertentangan

dengan syariat, karena nasehat orang tua sangat penting untuk kehidupan. Dan

10 Ahmad Yusuf Maulana, “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adal
Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo  Nomor:
329/Pdt.P/2018/PA.Po)”, Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019. hal.31-33
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disarankan kepada Hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu berpijak pula

pada kajian tradisi agar menghasilkan keputusan yang adil.!*

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Kiki Handiki (2021) dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai
Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata
Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”. Penelitian ini membahas
masyarakat mempercayai perhitungan weton untuk melestarikan tradisi adat Jawa
dan masyarakat tidak mengetahui perspektif Hukum Islam dalam menentukan
perhitungan weton. Mereka hanya menggunakan sesuai adat yang sudah digunakan.
Dalam hukum Islam, perhitungan weton merupakan hal yang menyimpang dan
tidak sesuai syariat Islam karena meramalkan masa depan dan dirasa masih
berhubungan dengan mistis. Kepercayaan masyarakat untuk mempercayai tradisi
adat jawa sangatlah bagus, benar, dan termasuk melestarikan budaya. Namun
masyarakat perlu diedukasi kembali terkait hukum Islam agar dapat menyatukan

persepsi yang terdapat di dalam tradisi adat jawa dengan hukum Islam.*?

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fuad Bawazer (2020) dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Kota

Madiun”. Penelitian ini membahas ‘adal nya wali dikarenakan wali berpendapat

11 Daning Dwi Apriliyana, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan
Wali ‘adal Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor
008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)”, Skripsi S1, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022. hal.35

12Kiki Handiki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai
Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko
Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”, Skripsi S1, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
hal.45
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bahwa calon suami tidak memenuhi kriteria karena faktor ekonomi dan faktor
pernah gagalnya calon suami dalam membangun rumah tangga sebelumnya. Hakim
memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon karena alasan wali dinilai
tidak sesuai syariat dan Hakim berpendapat bahwa wali yang menghalangi
perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah termasuk perbuatan
dzalim. Namun, Hakim dinilai kurang adil dalam menentukan putusan karena tidak
melihat dari pandangan wali sebagai ayah kandung pemohon yang lebih

memikirkan masa depan sang anak.?

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ahmad Syaiful Ikhwan (2021) dengan
judul “Wali ‘Adal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan ‘Urf (Studi
Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn).”
Penelitian ini membahas wali bertindak ‘adal atau enggan menikahkan anak
perempuannya dengan calon suami karena wali masih meyakini bila nama wali
perempuan dengan nama wali laki-laki berawalan atau berakhiran sama maka akan
menyebabkan salah satu wali akan meninggal dunia lebih cepat. Hakim
memutuskan untuk mengabulkan permohon pemohon karena dinilai sudah sesuai
dengan syariat. Karena adat gelit tidak sesuai dengan syari’at Islam dan hukum
positif di Indonesia. Dan kedua calon mempelai telah memenuhi rukun dalam
pernikahan dan tidak ada larangan yang mereka kerjakan. Maka pemohon dan calon

suami pemohon dapat melangsungkan pernikahan.*

13 Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘adal di Pengadilan
Agama Kota Madiun”, Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020. hal.42

14 Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali ‘adal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf’
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)”, Skripsi S1,
Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021. hal. 46
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Keenam, skripsi yang disusun oleh Muhammad ldzhar Faza (2021) dengan
judul “Faktor Penyebab Wali ‘Adal Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung”. Pada penelitian ini membahas mengenai kasus wali ‘adal di wilayah
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang meningkat dengan sebab yang
berbeda-beda. Penelitian ini mengkaji sebab-sebab wali ‘adal yang terjadi di
masyarakat dengan tinjauan maqasid syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa sebab-sebab terjadinya wali ‘adal di Kecamatan Ngantru dapat dibagi dalam
6 tipologi, yaitu faktor ekonomi, adat jawa, komunikasi keluarga, agama,

pendidikan dan derajat.®

Ketujuh, penelitian karya Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan
Ani Purwanti (2020) yang berjudul “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan
‘adalnya Wali ditinjau dari Perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam”. Penelitian ini
membahas adanya adat Kejawen Ngalor-Ngetan yaitu pantangan perkawinan ketika
rumah calon mempelai pria di sebelah barat dari calon mempelai wanita ataupun
sebaliknya. Adat ini kerap digunakan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan,
Purwodadi, Jawa Tengah di kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal perkawinan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat Kejawen Ngalor-Ngetan tidak
termasuk ‘Urf dan ditolak oleh Hukum Islam secara keseluruhan karena

bertentangan dengan dalil Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak diterima oleh akal sehat.

15 Muhammad Idzhar Faza, “Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung”, Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021. hal.40
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Maka wali tidak dapat mengajukan alasan terkait ‘adalnya dengan menggunakan

adat Kejawen Ngalor-Ngetan tersebut.®

Kedelapan, skripsi yang disusun oleh Ahmad Hakim Latif (2019) dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali ‘Adal di Pengadilan
Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)”.
Penelitian ini membahas ‘adalnya wali dengan alasan masih mempercayai adat
Jawa terkait posisi kediaman calon mempelai pria berada di Barat Laut rumah calon
mempelai wanita (Ngalor-Ngulon) dan kedua orang tua calon mempelai pria sudah
meninggal, sehingga dirasa kurang baik untuk kedepannya. Maka hakim
mengabulkan permohonan wali ‘adal yang diajukan oleh pemohon karena
menganggap bahwa alasan dari wali tersebut tidak sesuai dengan syariat, sehingga

tidak dapat dijadikan landasan untuk menerima alasan wali tersebut.’

Kesembilan, skripsi yang disusun oleh Futiha Tahta Kurnia Suci (2019)
dengan judul “Penetapan Wali ‘Adal Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara
Nomor: 0071/Pdt.P/2012/Pa.Kdr”. Penelitian ini membahas wali ‘adal dengan
alasan karena kepercayaan wali pada tradisi jawa yaitu adanya perhitungan weton
atau tradisi geyeng (wage pahing) dimana weton calon mempelai laki-laki yaitu
wage dan weton calon mempelai perempuan adalah pahing ataupun sebaliknya, hal

ini dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di kehidupan rumah tangga

16 Candra Ulfatun Nisa, dkk, “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan ‘adalnya Wali
Ditinjau dari perspektif ‘Urf dalam Hukum Islam”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1,
(2020), hal.153

17 Ahmad Hakim Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali ‘adal di
Pengadilan Agama Blitar Kelas IA (Studi Kasus Putusan No : 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)”, Skripsi
S1, Makassar: UIN Alauddin, 2019. hal.35
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nya kelak. Hakim menganggap bahwa weton tidak ada ketentuannya didalam Al-
Qur’an dan Hadist, sehingga hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh
pemohon kepada Pengadilan Agama Kediri dengan pertimbangan bahwa alasan

‘adalnya wali tidak sesuai syariat Islam.®

Kesepuluh, penelitian karya Mochamad Mansur (2021) yang berjudul
“Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali ‘Adal Atas Penetapan
Pengadilan Agama”. Penelitian ini membahas dikabulkannya permohonan wali
‘adal yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Pasal 49
Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 yang diubah dengan Pasal
49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, dan Kompilasi
Hukum Isalm Pasal 23 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam perkara wali ‘adal
maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan
dari Pengadilan Agama. Maka pemohon yang bertindak sebagai calon mempelai
wanita haruslah mengajukan permohonan wali ‘adal tersebut ke Pengadilan
Agama. Hakim mengabulkan permohonan wali ‘adal ini karena pertimbangan
bahwa ‘adalnya wali dengan alasan bahwa kedua calon mempelai kurang cocok
menurut perhitungan adat Jawa sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak
diinginkan jika pernikahan tetap dilaksanakan dianggap tidak sesuai Undang-
Undang dan syariat Islam. Sedangkan kedua calon mempelai telah memenuhi

syarat-syarat sah untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.®

18 Futiha Tahta Kurnia Suci, “Penetapan Wali ‘adal Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara
Nomor: 0071/Pdt.P/2012/Pa.Kdr”, Skripsi S1, Kediri: IAIN Kediri, 2019. hal.31

19 Mochamad Mansur, “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali ‘adal Atas
Penetapan Pengadilan Agama”, Jutitiable, Vol. 4, No. 1, (2021), hal.52
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Dari beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang meneliti tentang
perkara wali ‘adal dengan nomor perkara 86/Pdt.P/2022/PA.Wt. di Pengadilan
Agama Wates. Sehingga penulis melakukan penelitian ini. Adanya penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Wates

terkait perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu kata nakaha
atau zawaj yang artinya kawin. Nikah dalam arti sesungguhnya adalah menghimpit
atau berkumpul. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad
yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan laki-laki dan perempuan dalam
perkawinan.?® Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan
sebagai “ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan perkawinan atau pernikahan secara terminologi diatur di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan
menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk
mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk

mewujukan tujuan agama Islam dari perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun,

20 Umar H. Sanjaya & Aunur R. Fagih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ke-1
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal.11
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karena salah satu rukun yang merupakan unsur terpenting dalam menentukan
perkawinan adalah wali nikah atau orang yang menikahkan mempelai wanita.

Akad nikah dapat dilaksanakan jika telah memenuhi beberapa rukun nikah
yang terdiri dari:

a. Kedua calon mempelai

b. Wali

c. Dua orang saksi

d. Sigat ijab dan gabul?

2. Wali Nikah

Wali adalah orang yang menurut hukum memiliki kekuasaan dan kekuatan
terhadap orang atau anak dibawah asuhannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 20 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang

laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan baligh.?2

a. Macam-Macam Wali Nikah
1) Wali Nasab adalah wali atau orang yang masih memiliki hubungan darah
dengan anak perempuan yang akan menikah. Wali nasab terdiri dari dua
bagian yaitu wali agrab atau dekat dan wali ab’ad atau jauh. Wali dekat
terdiri dari ayah dan ketika ayah tidak ada maka dapat digantikan oleh
kakek. Sedangkan wali jauh terdiri dari saudara laki-laki kandung, saudara
laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung atau seayah, sepupu laki-

laki dari jalur ayah, paman.

21 pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
22 pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
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2) Wali hakim adalah wali nikah dari penguasa atau pemerintah yang
diberikan wewenang oleh negara untuk menikahkan wanita yang berwali
hakim. Wali hakim dapat pula diangkat oleh orang-orang terkemuka di
daerah tersebut.

3) Wali Mukakkam atau wali tazkim adalah wali yang diangkat oleh calon
suami dan calon istri. Yang dapat diangkat menjadi wali tazkim yaitu orang
yang terpandang, disegani dan luas ilmu figihnya terutama dibidang
munakahat, adil, berpengetahuan dan berpandangan luas, laki-laki.

4) Wali Maula adalah majikan yang menikahkan budaknya dan menjadi wali
dalam pernikahan tersebut. Wali maula dapat menjadi wali didalam

pernikahan jika diizinkan oleh budaknya.?

3. Wali ‘Adal

Wali ‘adal yaitu penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan atau
perempuan dibawah asuhannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki
yang sepadan dengan perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut telah meminta
(kepada walinya) untuk dinikahkan dengan pasangannya dan masing-masing calon

mempelai telah memenuhi syarat pernikahan pada agama Islam.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang

Wali Hakim dijelaskan bahwa wali nikah yang ‘adal dapat digantikan oleh wali

B Daud, Fathonah, and Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam:
Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Figh Dan Hukum Positif.” Akademika,
Vol. 15, No. 2 (2021): hal. 152.
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hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama tempat diajukannya suatu

permohonan wali ‘adal.

Wali yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah wali yang
termasuk dalam wali agrab atau dekat. Wali tidak boleh menolak untuk
menikahkan perempuan dibawah asuhannya jika kedua calon mempelai tidak
melanggar syariat Islam dan telah memenuhi syarat-syarat nikah. Namun wali
berhak menolak pernikahan perempuan dibawah asuhannya jika wali menilai
bahwa calon mempelai laki-laki tidak memenuhi syarat pernikahan, si perempuan

sudah bertunangan dengan orang lain, dan beberapa alasan yang sesuai syariat.

Beberapa faktor yang menyebabkan wali enggan atau ‘adal yaitu karena
kesenjangan sosial dan ekonomi, faktor pendidikan, mitos yang berkembang di
daerahnya, akhlaknya, dan profesi dari calon mempelai pria. Secara sosiologi,
akibat dengan adanya penetapan wali ‘adal akan memiliki beberapa dampak berupa
rusaknya hubungan antara wali nikah dengan perempuan dibawah perwaliannya,
rusaknya hubungan antara wali nikah dengan keluarga pihak calon mempelai pria,
dan munculnya perbedaan strata sosial sehingga mengakibatkan retaknya hubungan

silaturrahmi.

Seorang wali dapat dikatakan ‘adal apabila wali nasab tidak mau
menikahkan anak perempuan atau perempuan dibawah perwaliannya dengan laki-
laki pilihannya yang telah sekufu dengannya, padahal calon mempelai perempuan
tersebut sudah menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaannya disertai

tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak. Sedangkan wali ingin
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menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki pilihan wali yang dirasa telah

sepadan dan sekufu dengan keluarga mereka.

Perspektif wali ‘adal menurut empat mazhab yaitu:
a. Menurut Mazhab Maliki
Wali ‘adal yaitu wali mujbir atau bukan yang mencegah atau
melarang maula (perempuan dibawah perwaliannya) untuk menikah dengan
laki-laki pilihannya, bahwa jika hanya menolak orang untuk melamar maka
belum dapat dikatakan ‘adal. Tetapi jika wali bermaksud merusak
pernikahan maulanya dan tidak sanggup untuk menjadi wali nikahnya, dan
si maulanya melaporkan perkaranya kepada hakim, maka hakimlah yang
menjadi wali nikah.
b. Menurut Mazhab Hanbali
Ketika terdapat wali yang mencegah atau enggan untuk menikahkan
perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki sekufu
dan dengan mahar misil, maka perwalian tidak berpindah kepada wali hakim
selagi masih ada wali lain yaitu wali ab ad (jauh).
c. Menurut Mazhab Hanafi
Wali ‘adal adalah wali agrab (dekat) yang melakukan pencegahan
terhadap maulanya untuk menikah dengan pasangannya yang telah sekufu
berikut dengan membayar mahar misil, maka jalan penyelesaiannya sama
dengan penyelesaian atas wali yang gaib yang sulit di temukan dan
didatangkan. Perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim selagi masih

ada wali yang lain yaitu wali ab 'ad (jauh).
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d. Menurut Mazhab Syafi’i
Imam Syafi’i menjelaskan bahwa wali ‘adal yaitu berasal dari wali
agrab (dekat), dan wali ab’ad (jauh) tidak bisa menggantikan atau
menangguhkan perwaliannya, maka wali hakim dapat bertindak sebagai
wali nikah apabila telah adanya laporan dari pihak wanita terkait ‘adal nya
wali. Dan wali hakim berhak untuk mempertanyakan sebab-sebab
enggannya wali menjadi wali nikah dan mengantisipasi adanya

permasalahan tersebut, sehingga wali bisa bertaubat atas ke ‘adalan nya.?*

4. Kufu atau Kafa’ah

Dalam kamus ilmiah, kuft adalah perbandingan, tolok kesamaan derajat.
Jika dihubungkan dengan masalah pernikahan, maka kuftu atau kafa’ah dapat
diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dari segi kedudukan
(hasab), agama (din), keturunan (nasab), akhlak, status sosial dan sebagainya.
Disebutkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kafa’ah berarti kesetaraan yang
perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan
suami istri secara harmonis dalam rangka menghindari celah permasalahan-
permasalahan tertentu.?® Semakin besar keserasian dari calon pasangan telah

mencapai derajat kesebandingan dalam kedudukannya maka semakin besar pula

24 Shodiqin, Akhmad. “Penyelesaian Wali ‘adal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam
Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 1 (2016) hal. 63-65.

% Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” SEMJ: Sharia
Economic Management Business Journal, Vol. 2, No. 1 (2021) hal. 9.
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jaminan kebahagiaan dari kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dan menjadi

salah satu faktor bertahannya suatu rumah tangga dari kegagalan dan kegoncangan.

Didalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar
ditetapkannya kafa ah, salah satunya yaitu Q.S. An-Nur [24]: 3:

fd ka3l o5y lgASi94a30 50y 48 jad ) 43003 ¥) msia ¥ L0350

Gedalall LB &3 anA

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S. An-Nur [24]: 3)?

Para ulama mazhab berbeda pendapat terkait kriteria dalam menentukan

kafaah dalam suatu pernikahan sebagai berikut :

a. Menurut ulama Mazhab Hanafiah yang menjadi dasar kafa’ah yaitu:
Yang menjadi unsur pertimbangan kafa’ah yaitu agama, nasab (keturunan),
harryyiah atau kemerdekaan, zirfah atau profesi, dan mal atau harta.

b. Menurut ulama Mazhab Malikiyah yang menjadi kriteria kafa 'ah yaitu:
Yang menjadi unsur dipertimbangkannya kafa’ah yaitu addin wal hal. Addin
berasal dari kata at-tadayyan yang memiliki arti muslim yang tidak fasig.
Sedangkan hkal memiliki arti selamat, yang dimaksud selamat yaitu sehat dan
terbebas dari cacat (aib).

C. Menurut ulama Mazhab Syafi’iyah yang menjadi kriteria kafa ah yaitu:

2 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya, ed. Kedua
(Yogyakarta: UlI Press, 2018), hal.350.
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Yang dapat menjadi unsur kafa’ah yaitu Islam, ‘iffah atau terjaga agamanya,
nasab (keturunan), harryyiah atau kemerdekaan, hirfah atau profesi, dan
selamat dari aib.

d. Menurut ulama Mazhab Hanabilah yang menjadi kriteria kafa’'ah yaitu:

Yang menjadi unsur kafa’ah yaitu Islam, nasab (keturunan), hirryyiah atau

kemerdekaan, Airfah atau profesi, dan mal atau harta.?’

Pembahasan terkait kafa ah tidak dibahas secara detail, namun dibahas secara
eksplisit mengisyaratkan terkait kafa’ah.?® Dalam kitab-kitab figih pembahasan
terkait kafa’ah banyak dibahas oleh para ulama figih dan dibahas secara sekilas
pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dalam pasal
tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan
sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon mempelai.
Maka, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang tersebut kedua calon
mempelai memiliki agama dan kepercayaan yang sama, sehingga dapat
melaksanakan pernikahan sesuai dengan kepercayaan mereka berdua. Dalam
hukum yang diterapkan di Indonesia, pernikahan mengacu kepada peraturan yang
berlandaskan pada perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka yang

menjadi penghalang terbentuknya kafa’ah di Indonesia adalah perbedaan agama,

27 Syafi’i, Imam. “Konsep Kafa’ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang
Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” Asy-Syari’ah, Vol. 6, No. 1
(2020) hal. 36-37.

28 Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Figih (Kritik Dan
Reinterpretasi).” Jurnal Hukum Islam, Vol. 16, No. 2 (2018) hal. 208.
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sehingga selain permasalahan tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk

menolak adanya pernikahan karena tidak se-kufu .

5. Primbon Jawa

Menurut KBBI, primbon adalah kitab yang berisikan ramalan (perhitungan
hari baik, hari nahas, dan sebagainya); buku yang menghimpun berbagai
pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib (rajah, mantra, doa, tafsir mimpi),
sistem bilangan untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan,
mendirikan rumah, memulai perjalanan, dan mengurus segala macam kegiatan yang
penting, baik bagi perseorangan maupun masyarakat.?® Sedangkan Jawa, yaitu

salah satu suku yang berada di Indonesia.

Primbon Jawa atau perhitungan Jawa berasal dari hasil pengalaman leluhur
berupa pengalaman baik dan buruk yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam
sebuah buku atau catatan yang disebut primbon. Perhitungan kalender Jawa dimulai
pada tanggal 1 Syuro tahun Alip 1555, yaitu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram

tahun 1043 atau 8 Juli tahun 1633 Masehi.%°

Salah satu kitab primbon yang terkenal dan masih digunakan hingga saat ini
sebagai rujukan untuk menentukan perjodohan, kelahiran bayi, bepergian,
membuat rumah, memulai usaha, menentukan waktu baik, bercocok tanam,

mengetahui sifat keris, mengetahui penyebab sakit manusia, mengetahui watak dan

29 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. (2016). “Pengertian Primbon”.
Diakses pada 09 November, 2022, dari kbbi.kemdikbud.go.id:
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Primbon

30 Ahmad Taufiqurrohman dan Ahmad Arfi Ahsani, “Penetapan Wali ’adal Di Pengadilan
Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungan Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” AT-TUJJAR,
Vol. 10, No. 02 (2022) hal. 137.
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hari orang meninggal dunia, dan sebagainya adalah Kitab Primbon Betaljemur
Adammakna yang biasa disingkat menjadi KPBA. Dalam kitab tersebut berisikan
catatan tentang kehidupan manusia dari lahir sampai dengan meninggal dunia yang

biasa disebut dengan petung yang baik dan yang buruk.3!

Pernikahan menjadi salah satu hal yang dibahas dan memiliki aturan dalam
primbon Jawa, beberapa hal yang dibahas yaitu terkait weton kedua calon
mempelai, arah rumah kedua calon mempelai, hari baik diadakannya pernikahan,
dan masih banyak lagi. Dengan adanya peraturan yang terdapat dalam primbon
Jawa, maka pernikahan tersebut memiliki pantangan dan anjuran. Dalam hal ini
masyarakat Jawa berbeda pendapat ketika menanganinya. Salah satu contohnya
yaitu ketika terjadi adanya pantangan terkait weton antara kedua calon mempelai
dan diyakini dapat menjadikan salah satu orang tua mereka lebih cepat meninggal,
maka ada jalan penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu dengan cara menyembelih
kerbau kemudian menyedekahkannya kepada para tetangga dan memisahkan
kepala kerbau tersebut untuk dikubur. Dengan begitu, maka diyakini kesialan yang
akan datang ikut terkubur dengan kepala kerbau. Namun, terdapat juga masyarakat
Jawa yang tidak mempercayai hal tersebut sehingga tetap melaksanakan pernikahan

tanpa menyelesaikan pantangan tersebut.

31 Hartono, “Petung Dalam Primbon Jawa.” LITERA, Vol. 15, No. 2. (2016) hal.257.
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BAB I111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) yang dilakukan
dengan metode kualitatif yaitu dengan mengambil salah satu perkara pada tahun
2022 yang telah diberikan penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Wates. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian
yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik
bidang tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi dan kejadian terkait dengan
adanya kasus wali ‘adal di Pengadilan Agama Wates. Mengingat jenis penelitian
ini adalah lapangan, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan
mengumpulkan data dari lapangan yaitu dengan menghubungi pihak dan lembaga

yang bersangkutan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan sumber data yang akan diperoleh yaitu
di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Adapun lokasi
penelitian tersebut dipilih karena wilayah Wates merupakan daerah yang mayoritas
masyarakatnya masih mempercayai primbon Jawa dalam kehidupan sehari-hari

salah satunya yaitu dalam hal pernikahan.
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C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Wates yaitu
beberapa pegawai yang berada di Pengadilan Agama Wates serta Bapak Dalhar
Asnawi S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutuskan perkara

Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.W.

D. Teknik Penentuan Informan
Teknik yang digunakan dalam menentukan informan penelitian ini adalah
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dalam pengambilan data dipilih

informan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan.

Pada penelitian ini terdapat informan yang ingin dituju yaitu pegawai serta
Hakim Pengadilan Agama Wates yang memberikan penetapan terkait perkara
Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt. dan memiliki wewenang dalam menjelaskan seputar

amar putusan yang diberikan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik
pengumpulan data dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu:
1. Wawancara
Penulis melakukan wawancara santai (casual interview) dengan
berbagai pertanyaan ringan bersama para pegawai Pengadilan Agama
Wates. Kemudian melakukan wawancara mendalam (in-depth interview)
yang dilaksanakan bersama Hakim Pengadilan Agama Wates terkait

permohonan wali ‘adal. Wawancara ini dilaksanakan yaitu menggunakan
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pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan fakta
sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris.
2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, data yang diambil juga berasal dari
dokumentasi yaitu penelusuran terhadap arsip serta dokumen Pengadilan
Agama Wates, penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan wali ‘adal, serta pencarian kepustakaan dan situs-situs internet yang
relevan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selain itu penulis akan
memuat hasil penelitian sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan
penelitian di Pengadilan Agama Wates. Berbagai bukti tersebut dapat
berupa dokumen salinan penetapan, rekaman wawancara dan cetakan

gambar di lokasi penelitian.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi dengan
melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah tertentu yang ada. Salah satu
cara paling mudah dalam pengujian data yaitu dengan melakukan beberapa metode

triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi kejujuran peneliti
Cara ini dilakukan demi terwujudnya kejujuran dan kemampuan
peneliti dalam mencari dan merekam data hasil wawancara. Agar
terwujudnya tujuan tersebut, maka peneliti perlu meminta bantuan peneliti

lain untuk ikut serta ketika proses wawancara berlangsung. Karena
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dikhawatirkan jika peneliti melakukan pengambilan data sendiri, akan ada
beberapa data yang terlewat.
b) Triangulasi sumber data
Cara ini dilakukan dengan membandingkan beberapa informasi
yang didapatkan. Pembandingan sumber data dilakukan dengan tujuan agar
terdeteksi kesamaan dan perbedaan di beberapa sumber data.
c) Triangulasi waktu
Cara ini dilakukan untuk validitas data yang sesuai dengan suatu
proses perubahan perilaku manusia, karena seiring waktu manusia akan
mengalami perubahan perilaku. Maka peneliti perlu melakukan beberapa
kali observasi.
d) Triangulasi metode
Cara ini dilakukan untuk pengecekan hasil dari beberapa metode
pengumpulan data seperti wawancara dan observasi apakah hasil informasi
yang didapatkan sama atau berbeda. Jika informasi yang didapatkan
berbeda, maka peneliti perlu mencari kesamaan diantara beberapa informasi
tersebut.
e) Triangulasi teori
Cara ini memanfaatkan beberapa teori untuk dipadukan agar
mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang komprehensif yaitu dengan

cara membuat rancangan penelitian dan analisis data yang lebih lengkap.'
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dari pengumpulan data
sampai penyusunan laporan. Teknik yang digunakan yaitu menganalisis data yang
telah didapatkan dengan tujuan menjelaskan dan menginterpretasi objek penelitian.
Analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga alur yang terjadi secara bersamaan,

yaitu:

a. Reduksi Data, yaitu seleksi data yang sudah ada untuk menarik kesimpulan

b. Penyajian Data, yaitu menyajikan beberapa data dengan hasil uraian
informasi yang disusun secara singkat.

c. Penarikan Kesimpulan, yaitu menganalisis data menggunakan data yang
sudah disusun dan diseleksi dengan memfokuskan rumusan masalah yang

ada untuk dijadikan kesimpulan
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wates

a. Sejarah Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates ini telah berdiri berdasarkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli
1961 tentang Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama
Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates adalah salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman tingkat pertama bagi seseorang yang mencari
keadilan dan seseorang tersebut beragama Islam terkait perkara perdata
khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

b. Fungsi dan Pelayanan Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates memiliki fungsi-fugsi sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di
wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh

jajarannya; (vide: Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
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jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan
administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala
oleh Hakim Pengawas Bidang.

3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis
yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide:
Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006);

4) Fungsi  Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum
kepada unsur lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah
Syar’iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Bidang
Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan
penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/I1/1991.
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Sedangkan produk dan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan

Agama Wates meliputi perkara terkait:

1) Perkawinan
2) Wakaf

3) Zakat

4) Waris

5) Wasiat

c. Wilayah Yurisdiksi

6) Ekonomi Syariah
7) Hibah
8) Infaq

9) Shadagah, dll.

Pengadilan Agama Wates merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang

berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates. Pengadilan Agama

Wates adalah Pengadilan Agama Kelas 1B yang merupakan Yurisdiksi dari

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates di Kulon

Progo memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi 12 (dua belas)

Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1) Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa

2) Kecamatan Girimulyo, terdiri dari 4 desa

3) Kecamatan Lendah, terdiri dari 6 desa

4) Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa

5) Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa

6) Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa
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7) Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
8) Kecamatan Nanggulan, terdiri dari 6 desa
9) Kecamatan Pengasih, terdiri dari 7 desa
10) Kecamatan Samigaluh, terdiri dari 7 desa
11) Kecamatan T emon, terdiri dari 15 desa
12) Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa.®?

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates Kelas | B

'I'Rl.l TUR ORGANISASI
IGAMA WATES KE

- l 1 ||| \ll

PEJABAT FUNGSIONAL I(ESEKHEYARIAYAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates

2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan Perkara
Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt
Wali ‘adal merupakan kasus yang kerap terjadi di wilayah yang mayoritas

masyarakatnya masih mempercayai perhitungan primbon Jawa, salah satunya

32 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017) “Profil Pengadilan Agama Wates”. Diakses
pada 11 Januari 2023 dari pa-wates.go.id:  https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-
pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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yaitu wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini
dibuktikan dengan beberapa perkara wali ‘adal yang terdapat di Pengadilan
Agama Wates mayoritas memiliki alasan wali yang sama yaitu karena adanya
peristiwa yang tidak sesuai dengan ketentuan primbon Jawa. Dari beberapa
kasus wali ‘adal yang diajukan ke Pengadilan Agama Wates di tahun 2022,
penulis hanya berfokus pada penetapan kasus wali ‘adal yang dikarenakan
ketentuan primbon Jawa, yaitu perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt. Adapun

isi penetapan perkara sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Berdasarkan surat permohonan tanggal 12 September 2022 yang telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan nomor
register 86/Pdt.P/2022/PA. Wt tanggal 12 September 2022, pemohon telah
mengajukan permohonan penetapan wali ‘adal dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

1) Bahwa pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk
melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon.

2) Bahwa antara pemohon dan calon suami sudah sesuai (kufu) dan saling
mencintai.

3) Bahwa kakak kandung pemohon yang bertindak sebagai wali nikah
bagi pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah

tanpa alasan yang jelas.
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4)

5)

6)

7)

8)

Bahwa tidak ada larangan bagi pemohon untuk melangsungkan
perkawinan dengan calon suami tersebut.

Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Panjatan yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan
mengawasi pernikahan pemohon dengan calon suami tersebut tidak
bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat terlampir.
Hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah
berlangsung sangat lama. Dan kedua keluarga telah sama-sama
mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami
Pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon sudah berkali-kali
membujuk dan meminta izin kepada kakak kandung pemohon yang
bertindak sebagai wali nikah, namun selalu ditolak dengan alasan
perhitungan Jawa yang tidak cocok antara lokasi rumah pemohon
dengan calon suami pemohon.

Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau
membujuk kakak kandung pemohon agar menerima lamaran dan
selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon
tersebut, tetapi kakak kandung pemohon tetap pada pendiriannya.
Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung pemohon
tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada

kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai adik kandung. Oleh
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karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk meangsungkan

pernikahan dengan calon suami pemohon.3
b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa
Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan

mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa ayah

pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa
KUA Kabupaten Kulon Progo menolak melangsungkan perkawinan
pemohon dengan calon suaminya karena saudara pemohon menolak untuk

menjadi wali nikah pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon
tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan
kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah,
keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi
keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan pemohon
sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuali

dengan Pasal 144, 145, 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR, oleh karena itu

33 Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.WH, hal. 1-3.
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Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan

dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, saksi | dan Il telah
ditemukan fakta bahwa saudara seayah atau kakak pemohon enggan untuk
menjadi wali nikah pemohon dengan alasan menurut perhitungan adat
Jawa, antara rumah pemohon dan calon suami pemohon arahnya barat laut
(ngalor ngulon) sehingga kakak pemohon berkeyakinan apabila
pernikahan diteruskan kelak akan ada bala atau hal-hal buruk yang

menimpa keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, seseorang dilarang menikah
dengan orang lain selama terdapat larangan perkawinan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung
atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, alasan

penolakan saudara pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak
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dapat dijadikan alasan untuk melarang pemohon menikah dengan calon

suaminya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
permohonan pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan saudara
pemohon sebagai wali yang enggan (‘adal) menikahkan pemohon dengan

calon suaminya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, maka Kepala Kantor Urusan
Agama Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai wali hakim dari

pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
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Nomor 30 Tahun 2005, serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan

dengan perkara ini:

Berdasarkan beberapa hal yang disebutkan diatas maka hakim
menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon; menetapkan
bahwa saudara pemohon adalah wali nasab yang enggan atau ‘adal untuk
menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon; menunjuk Kepala
Kantor Urusan Agama Kabupaten Kulon Progo sebagai wali zakim untuk
menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon; membebankan
kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).3

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Penetapan
Wali ‘Adal Karena Ketentuan Primbon Jawa
Perkara yang diajukan ke pengadilan pastilah wewenang hakim untuk
memberikan putusan ataupun penetapan. Dalam putusan ataupun penetapan
haruslah memiliki pertimbangan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal
50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa putusan yang
diberikan oleh Pengadilan haruslah berisi beberapa poin salah satunya yaitu
alasan dan dasar adanya putusan dan penetapan tersebut. Dan dasar putusan
haruslah berdasarkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perkara tersebut atau memuat sumber hukum tidak tertulis

34 penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt, hal. 7-9.
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untuk dijadikan dasar dalam mengadili.*® Dalam pasal ini dijelaskan bahwa
seorang hakim dalam memberikan putusan ataupun penetapan haruslah
terdapat pertimbangan hukum secara terperinci, lengkap, dan jelas. Dan perlu
memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis agar dijadikan dasar dalam

memberikan putusan ataupun penetapan.

Hal ini ditegaskan pula oleh suatu hadits, yaitu dari Amr bin Ash ra bahwa
ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang hakim akan
memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia
mendapatkan dua pahala, dan apabila ia memutuskan perkara lalu ia
berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan
satu pahala.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XIII: 318 No: 7352, Muslim III:
1342 No: 1716, ‘Aunul Ma’bud IX: 488 No: 3557, Ibnu Majah II: 776 No:
2314). % Yang dimaksud dengan keputusan hakim yaitu produk hukum
berupa putusan dan penetapan yang diberikan oleh hakim melalui Pengadilan
Agama. Dengan adanya hadits ini, maka dapat disimpulkan bahwa putusan
ataupun penetapan hakim sangatlah dihargai dalam Islam. Sehingga
masyarakat haruslah mematuhi dan mengikuti apapun putusan dan penetapan

yang diberikan oleh hakim.

Alasan penolakan wali pada perkara permohonan wali ‘adal di Pengadilan

Agama Wates dengan Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt, yakni karena rasa

35 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1)
36 Susandi, “Kedudukan Hakim Dalam Konteks Keislaman,” Islamic Business Law Review,
Vol.4, No. 1 (2022): hal.25.
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kepercayaan wali kepada tradisi perhitungan adat Jawa. Menurut pandangan
wali, letak rumah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
tidak cocok karena menghadap arah barat laut (ngalor ngulon), sehingga
dikhawatirkan akan mendatangkan bala atau hal-hal buruk yang akan
menimpa keluarga para calon mempelai. Dalam proses wawancara dengan
salah satu panitera Pengadilan Agama Wates yaitu Ibu Suciati, S.Ag, beliau

menjelaskan mengenai pengertian wali ‘adal yaitu:

“Wali ‘adal adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau
menikahkan anaknya atau perempuan dibawah perwaliannya dengan
alasan apapun.”®’

Menurut Bapak Dalhar Asnawi S.H selaku hakim Pengadilan Agama
Wates, dalam perkara ini wali ‘adal atau enggan untuk menikahkan adiknya
dengan alasan karena arah rumah kedua calon mempelai yang tidak sesuai
dengan primbon Jawa yaitu menghadap ke arah barat laut atau bisa disebut
kiblat mayit, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Bapak
Dalhar Asnawi menjelaskan penyebab pemohon mengajukan permohonan

wali ‘adal dan alasan yang diberikan oleh wali sebagai berikut:

“Ada beberapa penyebab orang mengajukan wali ‘adal yaitu, contohnya
ketika orang tua nya sudah bercerai dan sang anak ikut dengan ibunya,
sehingga ketika akan menikah harus persetujuan ayahnya sedangkan
sang ayah tidak mau menikahkan dengan alasan sang anak ikut dengan
ibunya. Ada pula karena wali tidak senang dengan calon suaminya. Ada
lagi karena merasa dia tidak berhak lagi menjadi wali. Dan ada pula yang
dikaitkan dengan primbon Jawa. Selama itu tidak bertentangan dengan
syariat Islam, itu bisa dibenarkan. Namun jika seperti perkara Nomor
86/Pdt.P/2022/PA.Wt ini, yaitu karena arah rumah yang biasa disebut

37 Wawancara dengan Suciati di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.
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ngalor-ngulon atau kiblat mayit dianggap oleh masyarakat Jawa akan
terjadi sesuatu jika tetap dilaksanakan.””%®

Ketika kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling
menyetujui dan saling mencintai, dan kedua orang tua sudah setuju sebagai
walinya, maka sudah dapat dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-
hal yang tentunya tidak diatur didalam perundang-undangan dan di dalam

agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jafar Sodik:

“Alasan-alasan yang terdapat di perkara ini tidak sesuai hukum yang
berlaku. Kita sebagai masyarakat Jawa, terkadang masih memiliki
pandangan yang sesuai dengan perhitungan Jawa. Seperti calon
pasangan tidak cocok dengan perhitungan harinya, wetonnya berbeda
sehingga orang tua tidak setuju karena dianggap akan mengakibatkan
suatu mala petaka. Namun di Pengadilan Agama, asalkan kedua calon
mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling menyetujui dan saling
mencintai, dan kedua orang tua sudah setuju sebagai walinya maka sudah
dapat dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya
tidak diatur didalam perundang-undangan dan dalam agama Islam.
Maka hakim harus mencari alasan yang mengakibatkan wali tidak mau
menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Mempunyai alasan yang
mendasar atau tidak dan sesuai syarat atau tidak, kalau memang tidak
sesuai maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan

tersebut dan pemohon dapat menikah dengan walinya adalah wali hakim
939

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 22 dijelaskan bahwa jika wali
yang paling berhak menikahkan urutannya tidak sesuai atau tidak memenubhi
syarat sebagai wali atau wali nikah tersebut menderita tuna wicara, tuna
rungu, atau sudah udzur, maka hak wali berpindah atau bergeser pada wali

yang lain menurut urutan dan derajat berikutnya.

38 \Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.
39 Wawancara dengan Jafar Sodik di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.
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Kemudian pada Pasal 23 KHI dijelaskan terkait ketentuan wali hakim

sebagai berikut:

1. Wali hakim dapat berubah menjadi wali nikah ketika wali nasab tidak ada
atau tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau hilang atau ‘adal atau
enggan.

2. Ketika wali ‘adal atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak menjadi
wali nikah setelah adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama

terkait ‘adal nya wali tersebut.

Bapak Dalhar Asnawi menjelaskan tentang proses hakim dalam

memberikan putusan pada perkara wali ‘adal sebagai berikut:

“Pertama ditanyakan terlebih dahulu detail dari perkara tersebut kepada
pemohon dan calon suami pemohon, kemudian memanggil wali dengan
panggilan yang patut selama beberapa kali. Dalam masa pemanggilan
wali tersebut, maka pemohon dan calon suami tetap berusaha untuk
mendekati wali agar menyetujui pernikahan tersebut. Pada sidang
berikutnya, pemohon memberikan laporan pendekatan kepada hakim.
Biasanya wali ‘adal terdapat dua kali sidang jika wali tidak mau hadir
sama sekali. Dan bisa sampai tiga kali sidang ketika wali hadir di
persidangan. Inti dari persidangan wali ‘adal adalah untuk
mendengarkan alasan wali mengapa tidak menghendaki pernikahan
tersebut dan apakah alasan tersebut sudah sesuai hukum dan syariat
Islam atau belum. 40

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim
Pengadilan Agama Wates, primbon Jawa dapat dijadikan alasan oleh wali
dalam perkara wali ‘adal dengan ketentuan bahwa primbon Jawa tersebut

tidak melanggar aturan-aturan dalam agama Islam.

40 Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.
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Pada saat pemeriksaan perkara wali ‘adal ini, wali dari pihak perempuan
atau pemohon yang bertindak ‘adal mayoritas tidak menghadiri persidangan
walaupun Pengadilan Agama telah memanggil wali secara patut. Hal ini
menjadikan terhambatnya hakim untuk mendengarkan secara langsung alasan
yang diberikan oleh wali tersebut dan menyebabkan gugurnya hak jawab

untuk wali dan yang bersangkutan dianggap telah dzalim.

Maka, pertimbangan hakim sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan
perkara tersebut. Saat memutuskan kasus wali ‘adal seperti ini, yang menjadi
pertimbangan hakim untuk memberikan penetapan yaitu dengan melihat
alasan yang dikemukakan oleh wali tersebut dan permasalahan yang
ditimbulkannya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Dan apakah kedua

calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah atau belum.

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Wates dalam Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt.
Setiap negara wajiblah memiliki hukum yang berlaku di negara tersebut.
Fungsi hukum di setiap negara yaitu untuk mengatur masyarakat agar
memiliki batasan dan aturan agar negara tetap aman dan damai. Seperti yang
terdapat di Indonesia, ada beberapa macam hukum yang berlaku di negara ini
salah satunya yaitu hukum Islam. Hukum Islam menjadi salah satu
pertimbangan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-
hari terutama masyarakat Muslim, hal ini dikarenakan hukum Islam adalah
salah satu sumber hukum pembentukan Undang-Undang dan hukum Islam

memiliki kedudukan yang sama dengan hukum adat dan hukum Barat.
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Salah satu bukti bahwa hukum Islam menjadi pertimbangan bagi
masyarakat Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara
yaitu dengan dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi
salah satu pertimbangan dalam Lembaga Peradilan Agama, yaitu dalam hal
menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara antara umat Islam pada
bidang hukum perdata Islam atau hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsiyyah).
Ketaatan masyarakat Indonesia terhadap KHI berkaitan dengan teori receptio
in complexu oleh VVan Den Berg, yaitu hukum mengikuti agama yang dianut
oleh orang tersebut. Jika ia beragama Islam, maka hukum Islam lah yang

berlaku baginya.*

Seperti hal nya dalam ketentuan saksi di peradilan. Menurut pendapat para
ulama, saksi terdiri dari empat orang laki-laki yang adil untuk kasus zina.
Namun dalam kasus-kasus yang lain para ulama berbeda pendapat. Mayoritas
ulama berpendapat bahwa jumlah saksi selain kasus zina yaitu dua orang laki-
laki yang adil. Pendapat ini berlandaskan pada firman Allah: “.... dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu,” (QS.
al-Bagarah [21]: 282). Sedangkan pendapat beberapa ulama lain termasuk
Hasan al-Bashri yaitu jumlah saksi haruslah empat orang. Pendapat ini

berlandaskan pada giyas, yaitu mereka menyamakannya dengan jumlah saksi

4 Amrul, Jumadil, and Ahmad Baskam, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia,” Al-Azhar, Vol.
3, No. 1 (2021): hal. 12-13.
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pada kasus rajam.*? Dalam kasus wali ‘adal ini, saksi berjumlah dua orang

laki-laki yang adil mengikuti pendapat mayoritas ulama.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan
pemohon karena alasan wali dianggap tidak sesuai syariat Islam, sedangkan
primbon Jawa dapat dikategorikan sebagai al- ‘urf" atau al- ‘@dah yang berarti
kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan diyakini oleh mereka dalam
jangka waktu yang panjang. ‘Urf sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di
masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama Islam, sedangkan ‘urf al-
fasidah merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang
bertentangan dengan agama Islam.** Menurut pendapat para ulama’ mazhab,
‘urf as-sahthah (‘urf yang benar) dapat dijadikan dalil syara’. Ulama yang
sering menggunakannya sebagai dalil yaitu ulama Hanafiyyah dan

Malikiyyah dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.**

Maka primbon Jawa termasuk ke dalam ‘urf sakih dimana primbon Jawa
tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan hanya menjadi
pertimbangan saja untuk melaksanakannya. Pada kasus wali ‘adal pada
perkara ini, alasan wali memiliki maksud yang baik yaitu jika arah rumah
kedua calon mempelai menghadap ke arah Barat Laut, maka keduanya tidak
saling berhadapan dan terjadi kurangnya komunikasi di kemudian hari yang

dapat menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga mereka. Namun, alasan

42 Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, Hukum Islam, Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006). hal. 60

43 Hakim, Nurul. “Konflik Antara Al-’Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.”
Jurnal Edu Tech, Vol. 3, No. 2 (2017) hal. 57.

4 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, Cet. 5. (Jakarta: Amzah, 2018). hal. 211
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wali untuk tidak menikahkan kedua calon mempelai pun dinilai kurang tepat.
Karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan asmara yang sangat
lama dan kedua keluarga sudah saling mengenal, jika berdasarkan arah rumah
maka salah satu calon mempelai dapat membangun rumah yang menghadap
ke arah yang berbeda. Sehingga yang dikhawatirkan oleh wali tersebut

diharapkan tidak terjadi.

Menurut Bapak Dalhar Asnawi, SH. diperbolehkan mempercayai
primbon Jawa dengan beberapa ketentuan seperti yang beliau jelaskan dalam

sesi wawancara sebagai berikut:

“Ada jenis primbon Jawa yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi
ada pula jenis primbon Jawa yang tidak bertentangan. Primbon Jawa
termasuk kepercayaan adat dan adat memiliki beberapa macam salah
satunya yaitu Al-‘Adatul Muhakkamah, yaitu adat yang sesuai dengan
aturan dan As-Sunnah. Contoh kepercayaan Jawa yang tidak sesuai
syariat yaitu mandi kembang untuk memperkuat diri, menjadikan tumbal
untuk kesuksesan, dan lain sebagainya. Maka yang tidak dapat dijadikan
sebagai alasan dalam perkara wali ‘adal adalah primbon Jawa yang
tidak sesuai dengan aturan dan As-Sunnah.”.*°

Wali bagi calon mempelai perempuan merupakan hal yang sangat urgent
atau mendesak, karena dalam proses ijab dan gabul yang mengucapkan ijab
adalah wali dari pihak calon mempelai perempuan dan yang mengucapkan
gabul adalah calon mempelai laki-laki. Menurut pendapat madzhab Syafi’i,
Hambali, dan Maliki kedudukan wali bagi seorang perempuan yang akan
melangsungkan pernikahan sangatlah diwajibkan bagi seorang perempuan
yang masih gadis, sedangkan bagi janda hal ini dapat dilakukan oleh

keduanya. Namun akad yang diucapkan oleh janda tidaklah sah karena yang

4> Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 26 Desember 2022.
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berhak melakukan akad nikah adalah wali. Dalam hal penentuan calon
mempelai laki-laki, maka janda dan wali haruslah sama-sama rela dan
menyetujuinya. Menurut madzhab Hanafi, seorang perempuan dewasa yang
berakal baik gadis maupun janda dapat menjadi wali dalam pernikahannya
dan pernikahan perempuan lainnya dengan ketentuan bahwa calon suaminya
telah sekufu dan mahar yang diberikan calon suaminya tidak kurang dari
mayoritas masyarakat sekitarnya. Dan dalam perihal pemilihan calon
mempelai laki-laki, madzhab Hanafi memperbolehkan bagi para wanita untuk
memilihnya sendiri, baik perempuan tersebut gadis ataupun janda. Wali hanya
berhak melarang pernikahan tersebut jika calon mempelai laki-laki yang

dipilih oleh perempuan tersebut tidak sekufu.*8

Dalam perkara wali ‘adal ini, pemohon yang telah dewasa dan berakal
memiliki haknya dalam menentukan siapa calon suami yang dipilihnya.
Namun pemohon tetap membutuhkan wali dalam pernikahannya karena wali
bertindak sebagai orang yang mewakili pemohon dalam mengucapkan akad
ijab. Pengadilan Agama mengikuti pendapat madzhab Syafi’i, Hambali, dan
Maliki dalam hal ini, karena mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia
menganut madzhab Syafi’i dan Imam Syafi’i adalah imam yang lebih fokus

membahas terkait wali ‘adal dibandingkan dengan imam madzhab yang lain.

Pada ketentuan wali hakim, ulama empat madzhab berbeda pendapat.

Menurut Imam Malik, jika wali mujbir (ayah dan kakek) atau wali agrab

46 Abu Bakar, Abd. Hannan, and Hazem Mofid, “Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang
Wali Nikah Wanita,” AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2023): 6.
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(dekat) menolak untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya dan
alasan wali tidak sesuai syara’, sedangkan calon mempelai laki-laki sudah
sepadan dan sekufu, maka perwaliannya tidak berpindah kepada wali ab’ad
(jauh), tetapi perempuan tersebut terlebih dahulu melaporkan kepada hakim
terkait perkara wali ‘adal tersebut dan penetapan perwaliannya diserahkan
kepada hakim. Menurut Imam Syafi’i, ketentuan wali hakim pada perkara
wali ‘adal terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yaitu wali dapat
digantikan oleh wali lainnya sesuai dengan urutan perwalian, sedangkan
pendapat kedua vyaitu wali berpindah kepada hakim secara langsung.
Mayoritas Madzhab Syafi’i menggunakan pendapat kedua karena hakim
dipandang lebih berhak untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai
wali. Menurut Imam Ahmad, jika wali mujbir ‘adal atau enggan, maka
perwalian dapat digantikan oleh wali yang senasab dengan perempuan
tersebut, namun jika wali senasab tidak ada maka kedudukan wali dapat

berpindah kepada hakim.*’

Para ulama madzhab bersepakat bahwa wali ‘adal merupakan hal yang
dilarang oleh syariat. Ibnu Ruysd Al-Maliki mengatakan: “Para ulama telah
bersepakat bahwa wali tidak diperbolehkan untuk ‘adal apabila telah
meminta menikah dengan lelaki sekufu dan dengan mahar misil. *® Terkait

‘adal nya wali dikategorikan sebagai dosa kecil atau dosa besar, para ulama

47 Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim
(Analisis Terhadap Sebab-Sebab ’Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh),” El-Usrah, Vol. 1, No. 1 (2018): hal. 98.

8 Syailendra Sabdo Djati, “Wali ‘adal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya
Dalam Perspektif Hukum Islam),” Al-Majaalis, Vol. 8, No. 1 (2020): hal.157-158.
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berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’i, jika dilakukan terus-menerus
sebanyak tiga kali maka wali memiliki status fasik dan kedudukan wali

berpindah kepada wali yang lain.

Pendapat para imam madzhab ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam

Q.S. Al-Bagarah [2]: 232 sebagai berikut:

° 3o 08 pye s 00 50 % 02 A0 (0 -a (s (¥y T A % < 0 L% o7 @8 23,05, g%
Ga dg B 5 QAR iy aally agl 1 3adal 5130 (350 GASE () (ia laat D8
W st E NG e b~ afo- aii B To o%F kST ok o 33 o % - & A28 0% e
O3alil ¥ il g alag G 3° Hgdal 5 a81 S5 ASIAT AN a5l g Ay (el S (S
“.... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka
dengan cara yang ma ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang
yang beriman di antara kamu kepada Alah dan hari kemudian. Itu lebih

baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.” (Q.S. Al-Bagarah [2]: 232)%°

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa wali tidak berhak melarang
perempuan tersebut untuk menikah ketika laki-laki yang dipilihnya sudah
mempunyai kafa’ah (Kesetaraan atau keseimbangan). Namun jika laki-laki
tersebut tidak mempunyai kafa’ah, maka wali berhak melarang pernikahan
tersebut. Namun, wali haruslah dapat menjelaskan pendapatnya tersebut
kepada anak perempuannya dengan teliti dan secara hati-hati agar tidak terjadi

adanya perselisihan yang terjadi.

4 Tim Penerjemah Al-Qur’an UIl, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya, ed. Kedua
(Yogyakarta: UlI Press, 2018), hal.37.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebagaimana yang sudah di uraikan
dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang di

antaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam memberikan
penetapan wali ‘adal karena ketentuan primbon Jawa pada perkara Nomor
86/Pdt.P/2022/PA.Wt karena wali mempercayai ketentuan primbon Jawa
yang dinilai tidak sesuai syariat, maka hakim memberikan penetapan berupa
dikabulkannya permohonan pemohon dan pernikahan dapat dilaksanakan
dengan penunjukkan Kepala KUA tempat tinggal pemohon sebagai wali
hakim. Pertimbangan hakim tetap mengacu pada kemaslahatan bersama dan
hakim berpendapat bahwa suatu pernikahan itu baik maka tidak dapat
dihentikan. Inti dari persidangan perkara wali ‘adal yaitu untuk
mendengarkan alasan wali bertindak ‘adal agar hakim dapat memberikan
penetapan yang sesuai.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Wates dalam penetapan perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt dinilai sudah
sesuai dengan syariat Islam. Dalam mengabulkan permohonan pemohon,
hakim telah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar dan Kompilasi
Hukum Islam sebagai pertimbangan. Menurut pendapat madzhab Syafi’i,

Maliki, dan Hambali, kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting
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karena akad ijab dalam pernikahan haruslah diucapkan oleh wali dari
mempelai perempuan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan
dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri dan perempuan lainnya. Madzhab
Syafi’i dinilai sebagai madzhab yang lebih fokus dalam membahas perkara
wali ‘adal, sehingga pendapat imam Syafi’i lah yang menjadi pedoman.
Dalam hal wali ‘adal, para ulama madzhab bersepakat bahwa wali yang
‘adal adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena wali telah
melarang terjadinya suatu pernikahan. Menurut Imam Syafi’i, jika dilakukan
terus-menerus sebanyak tiga kali, maka wali memiliki status fasik dan

kedudukan wali berpindah kepada wali yang lain.

B. Saran
Penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mungkin
dapat dijadikan pertimbangan, pengetahuan, dan rujukan bagi para pihak yang

membutuhkan. Mengenai saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi calon suami pemohon diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik
dengan keluarga pemohon dan dapat meyakinkan wali untuk merestui
pernikahan antara pemohon dan calon suaminya. Sedangkan untuk pemohon,
diharapkan dapat meyakinkan wali dan keluarganya bahwa ketentuan Allah
lebih diutamakan ketika menentukan sesuatu.

2. Bagi wali dari pemohon diharapkan tetap memperhatikan perasaan
pemohon dan tidak mementingkan pendapatnya yang terlalu
mengedepankan ketentuan primbon Jawa ketika menentukan sesuatu. Dan

tetap terjalin hubungan baik antara wali dan pemohon.

53



3. Kepada para Hakim diharapkan ketika memutuskan perkara wali ‘adal tetap
memperhatikan ‘urf atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat tanpa
meninggalkan syari’at Islam. Karena mayoritas masyarakat Jawa masih
mempercayai primbon Jawa,

4. Kepada pihak-pihak yang terkait seperti pejabat Kementerian Agama,
pejabat KUA, dan praktisi hukum Islam diharapkan dapat mensosialisasikan
kepada masyarakat terkait keutamaan wali perempuan dalam pernikahan dan

apa saja yang menjadikan wali sah dapat digantikan oleh wali hakim.
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Lampiran 3

a. Transkrip wawancara

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait fenomena masyarakat yang
masih mempercayai primbon Jawa?

Bapak Dalhar: Ada jenis primbon Jawa yang bertentangan dengan syariat
Islam, tetapi ada pula jenis primbon Jawa yang tidak bertentangan. Primbon
Jawa termasuk kepercayaan adat dan adat memiliki beberapa macam salah
satunya yaitu Al- ‘Adatul Muhakkamah, yaitu adat yang sesuai dengan aturan
dan As-Sunnah. Contoh kepercayaan Jawa yang tidak sesuai Syariat yaitu
mandi kembang untuk memperkuat diri, menjadikan tumbal untuk
kesuksesan, dan lain sebagainya. Maka yang tidak dapat dijadikan sebagai
alasan dalam perkara wali ‘adal adalah primbon Jawa yang tidak sesuai
dengan aturan dan As-Sunnah.

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait perkara wali ‘adal yang sering
terjadi di masyarakat?

Bapak Dalhar: Ada beberapa penyebab orang mengajukan wali ‘adal yaitu,
contohnya ketika orang tua nya sudah bercerai dan sang anak ikut dengan
ibunya, sehingga ketika akan menikah harus persetujuan ayahnya sedangkan
sang ayah tidak mau menikahkan dengan alasan sang anak ikut dengan
ibunya. Ada pula karena wali tidak senang dengan calon suaminya. Ada lagi
karena merasa dia tidak berhak lagi menjadi wali. Dan ada pula yang
dikaitkan dengan primbon Jawa. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat
Islam, itu bisa dibenarkan. Namun jika seperti perkara Nomor
86/Pdt.P/PA.Wt ini, yaitu karena arah rumah yang biasa disebut ngalor-
ngulon atau kiblat mayit dianggap oleh masyarakat Jawa akan terjadi sesuatu
jika tetap dilaksanakan.

Peneliti: Apakah pihak Pengadilan Agama akan memberikan saran
penyelesaian perkara dengan menggunakan primbon Jawa pula?

Bapak Dalhar: Tidak, kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena
itu sudah termasuk syirik dan keluar dari ajaran agama Islam.

Peneliti: Selama bapak menjabat sebagai hakim, seberapa sering adanya
kasus wali ‘adal? Dan lebih banyak yang diterima atau ditolak?

Bapak Dalhar: Lumayan sering dengan berbagai macam alasan. Lebih
banyak yang diterima.

Peneliti: Ketika ada perkara wali ‘adal dengan ketentuan bahwa yang
menjadi wali nikah adalah salah satu kakak pemohon, apakah bisa digantikan
dengan kakak pemohon yang lain?



Bapak Dalhar: Semua kakak laki-laki memiliki hak yang sama, maka bisa
digantikan oleh kakak laki-laki satunya jika ia menyetujuinya. Atau bisa
langsung mengajukan ke KUA setempat.

Peneliti : Bagaimana proses hakim dalam memberikan putusan pada perkara
wali ‘adal?

Bapak Dalhar: Pertama ditanyakan terlebih dahulu detail dari perkara
tersebut kepada pemohon dan calon suami pemohon, kemudian memanggil
wali dengan panggilan yang patut selama beberapa kali. Dalam masa
pemanggilan wali tersebut, maka pemohon dan calon suami tetap berusaha
untuk mendekati wali agar menyetujui pernikahan tersebut. Pada sidang
berikutnya, pemohon memberikan laporan pendekatan kepada hakim.
Biasanya wali ‘adal terdapat dua kali sidang jika wali tidak mau hadir sama
sekali. Dan bisa sampai tiga kali sidang ketika wali hadir di persidangan. Inti
dari persidangan wali ‘adal adalah untuk mendengarkan alasan wali mengapa
tidak menghendaki pernikahan tersebut dan apakah alasan tersebut sudah
sesuai hukum dan syariat Islam atau belum.

Peneliti: Apakah semua perkara wali ‘adal yang bapak tangani sudah sesuai
syariat Islam?

Bapak Dalhar : Untuk perkara yang dikabulkan sudah sesuai dengan syariat
Islam.



b. Transkrip Wawancara

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait fenomena wali ‘adal yang
terjadi di masyarakat?

Bapak Ja’far: Wali ‘adal adalah wali dari seorang perempuan yang tidak
mau menikahkan anaknya dan tidak mau menjadi wali.

Peneliti: Apa pandangan bapak terkait perkara ini?

Bapak Ja’far: Alasan-alasan yang terdapat di perkara ini tidak sesuai
hukum yang berlaku. Kita sebagai masyarakat Jawa, terkadang masih
memiliki pandangan yang sesuai dengan perhitungan Jawa. Seperti calon
pasangan tidak cocok dengan perhitungan harinya, wetonnya berbeda
sehingga orang tua tidak setuju karena dianggap akan mengakibatkan
suatu mala petaka. Namun di Pengadilan Agama, asalkan kedua calon
mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling menyetujui dan saling
mencintai, dan kedua orang tua sudah setuju sebagai walinya maka sudah
dapat dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya
tidak diatur didalam perundang-undangan dan dalam agama Islam. Maka
hakim harus mencari alasan yang mengakibatkan wali tidak mau
menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Mempunyai alasan yang
mendasar atau tidak dan sesuai syarat atau tidak, kalau memang tidak
sesuai maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan tersebut
dan pemohon dapat menikah dengan walinya adalah wali hakim.

Peneliti: Bagaimana pendapat bapak terkait masih banyaknya masyarakat
yang mempercayai primbon Jawa?

Bapak Ja’far: Hal ini berkaitan dengan Departemen Agama, yaitu harus
mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa seorang laki-laki yang ingin
menikah dengan seorang perempuan asalkan dia sudah memenuhi syarat-
syarat syar’i dan jangan dikait-kaitkan dengan primbon yang berlaku di
masyarakat. Sehingga masyarakat jangan terlalu memegang kuat-kuat
kepercayaan terhadap primbon Jawa. Boleh mempercayai primbon Jawa,
asalkan tidak sampai melanggar ajaran agama Islam.

Peneliti: Bagaimana kriteria seorang wali dapat dikatakan ‘adal?

Bapak Ja’far: Seseorang dikatakan ‘adal terkadang karena beberapa hal
dan sebab yang tidak masuk akal dan tidak sesuai syariat, seperti tanggal
kelahiran, weton, anak ke berapa karena mempengaruhi finansial
keluarga. Ada pula wali ‘adal yang sesuai dengan syariat, contohnya ada
seorang perempuan yang mau menikah dengan seorang laki-laki non-
Islam yang baru menjadi mualaf ketika akan menikah, hal ini
menimbulkan kekhawatiran wali sehingga wali tidak mau menikahkan.



Peneliti: Apakah semua permohonan wali ‘adal akan dikabulkan oleh
Pengadilan Agama?

Bapak Ja’far: Mayoritas perkara wali ‘adal yang diajukan ke Pengadilan
Agama wates dilakbulkan. Karena alasan wali tidak principal dan tidak
syar’i.

Peneliti: Apakah perkara ini sudah sesuai dengan syariat Islam pak?

Bapak Ja’far: Kalau menurut saya tidak sesuai dengan syariat Islam.
Kalau di agama kita ada yang digunakan sebagai dasar hukum yaitu selain
ijma’ dan qiyas ada juga ‘urf. ‘Urf’itu sebagai dasar hukum didalam Islam
yaitu kebiasaan-kebiasaan, hanya saja kebiasaan yang tidak bertentangan
dengan syariat Islam. Maka jika bertentangan dengan Islam maka tidak
boleh dan harus dihilangkan.

Vi



c. Transkrip Wawancara

Peneliti: Bagaimana pendapat ibu terkait mayoritas masyarakat yang
masih mempercayai primbon Jawa?

Ibu Suci: Primbon Jawa berasal dari adanya beberapa orang yang sering
mengamati suatu peristiwa dan penyebabnya dan dinilai sesuai, maka hal
itu menjadi primbon atau kepercayaan Jawa. Namun jika diajukan dalam
suatu perkara di Pengadilan Agama, hal itu tidak dapat dikaitkan karena
tidak syar’i. Sehingga Pengadilan tidak akan mengabulkan alasan-alasan
yang berkaitan dengan primbon Jawa.

Peneliti: Bagaimana pendapat ibu terkait fenomena wali ‘adal?

Ibu Suci: Kalau secara syar’i, wali nikah itu harus dari keluarga yang
paling dekat. Jika wali enggan untuk menikahkan, kemungkinan wali
memiliki pemikiran yang mengacu kepada kebaikan anaknya, contohnya
calon suaminya memiliki tabiat yang baik atau tidak. Jika sang anak tetap
pada pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya, maka
Pengadilan tidak harus mengabulkan permohonan pemohon, karena
Pengadilan berdasar untuk masa depan pemohon. Dan restu orang tua
sangat dipertimbangkan, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua.

Peneliti: Bagaimana seseorang dapat dikatakan ‘adal?

Ibu Suci: Wali ‘adal adalah wali dari seorang perempuan yang tidak mau
menikahkan anaknya atau perempuan dibawah perwaliannya dengan
alasan apapun.

Peneliti: Mayoritas perkara wali ‘adal di PA Wates dikabulkan atau
ditolak?

Ibu Suci: Lebih banyak yang dikabulkan karena alasan wali yang tidak
syar’i.

Vi
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Foto Hasil Wawancara
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